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KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 042/029/KEP-SEKWAN/2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang - & pahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan

pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan
kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait
dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap
penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan
Standar Biaya Perolehan Informasi Publik;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Barat tentang Standar Biaya
Perolehan Informasi Publik;

Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor
160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6806);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013
tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 649);

Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);

Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3
Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat;

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun
2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi Sumatera Barat;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun
2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi.

18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun
2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

: Standar Biaya Perolehan Informasi Publik pada Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Standar Biaya Perolehan Informasi Publik pada Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
yang meliputi produk/jenis pelayanan pemberian data dan
informasi terkait pengelolaan informasi publik, dengan
standar biaya perolehan Rp. 0,- (Nol Rupiah).

: Standar Biaya Perolehan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU sebagai acuan dalam pemberian pelayanan
publik

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 5 Januari 2026




PEJABAT PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT
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PENETAPAN STANDAR TARIF/BIAYA
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INFORMASI
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Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat

DPRD Provinsi Sumatera Barat Menyediakan Informasi
Publik Secara Gratis (tidak dipungut biaya).

Untuk Penggandaan dan Perekaman, Pemohon
Informasi Publik dapat Melakukan Penggandaan
dengan Fotocopy Sendiri atau Menyediakan CD/DVD
Kosong/Flashdisk untuk Merekam Data dan
Informasinya.
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